
BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 400.3/57/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA

DI KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  layanan
Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Pemerintah  Kabupaten
Simalungun berupaya mengembangkan Taman Kanak-Kanak
(TK) Negeri Pembina di beberapa kecamatan;

b. bahwa  hasil  penghapusan  dan  penggabungan  (Regrouping)
Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Simalungun Tahun 2024
yang tercantum dalam Keputusan Bupati Simalungun Nomor :
400.3.1/43/2024 tanggal 16 Agustus 2024, terdapat ruangan
Sekolah Dasar  Negeri  yang tidak lagi  digunakan dan dapat
dimanfaatkan menjadi TK Negeri Pembina;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud
dalam huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  menetapkan  Keputusan
Bupati  Simalungun  tentang  Pembentukan  Taman  Kanak-
Kanak  Negeri  Pembina  di  Kabupaten  Simalungun  Tahun
2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem
Pendidikan  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234)  sebagaimana telah
diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2022  Nomor  143,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  5587)  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,
terakhir  dengan  Undang  –  Undang  Nomor  9  Tahun  2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Simalungun  di  Provinsi  Sumatera  Utara  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2024  Nomor  124,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6946);

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang
Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5105)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  66  Tahun  2010  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2010  Nomor  112,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan  Presiden  Nomor  60  Tahun  2013  tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

7. Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2017  tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor
136);

8. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini  (Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor
1279);

9. Peraturan Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  137
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
Dini  (Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor
1668);

10. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2015 Nomor  2036)  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri  Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  18
Tahun 2018 tentang  Penyediaan Layanan Pendidikan Anak
Usia  Dini  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018
Nomor 654);
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12. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Simalungun  Nomor  4  Tahun
2016  tentang  Pembentukan  Perangkat  Daerah  (Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D
Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali,  terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten  Simalungun  Nomor  4  Tahun  2016  tentang
Pembentukan  Perangkat  Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);

13. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Simalungun  Nomor  4  Tahun
2024  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten  Simalungun  Tahun  Anggaran  2025  (Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta
Tata  Kerja  Dinas  Pendidikan  (Berita  Daerah  Kabupaten
Simalungun Tahun 2023 Nomor 564);

15. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 44 Tahun 2024 tentang
Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten  Simalungun  Tahun  2024  Nomor  681)
sebagaimana  telah  diubah  beberapa kali,  terakhir  dengan
Peraturan Bupati Simalungun Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan  Bupati  Simalungun
Nomor  44  Tahun  2024  tentang  Penjabaran  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Simalungun
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2025 Nomor 698);

Memperhatikan : - Keputusan  Bupati  Simalungun  Nomor  :  400.3.1/43/2024
tanggal  16  Agustus  2024  tentang  Penghapusan  dan
Penggabungan  (Regrouping)  Sekolah  Dasar  Negeri  di
Kabupaten Simalungun Tahun 2024; 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN  BUPATI  SIMALUNGUN  TENTANG  PEMBENTUKAN
TAMAN  KANAK-KANAK  NEGERI  PEMBINA   DI  KABUPATEN
SIMALUNGUN TAHUN 2025. 

KESATU : Membentuk  Taman  Kanak-Kanak  (TK)  Negeri  Pembina  di
Kabupaten Simalungun Tahun 2025, yaitu:
a. TK Negeri Pembina Sidamanik di Kecamatan Sidamanik;
b. TK Negeri Pembina Tanah Jawa di Kecamatan Tanah Jawa;
c. TK Negeri Pembina Siantar di Kecamatan Siantar;
d. TK Negeri Pembina Dolok Batu Nanggar di Kecamatan Dolok

Batu Nanggar; dan
e. TK  Negeri  Pembina  Dolok  Panribuan  di  Kecamatan  Dolok

Panribuan.
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KEDUA : Sarana dan Prasarana Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina
merupakan  Aset  Kabupaten  Simalungun  yaitu  dari  hasil
Penghapusan  dan  Penggabungan  (Regrouping)  Sekolah  Dasar
Negeri di Kabupaten Simalungun Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul  akibat  diterbitkannya keputusan ini
dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan  apabila  di  kemudian  hari  terdapat  kekeliruan
didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 11 Agustus 2025
BUPATI SIMALUNGUN,

    ${ttd}

ANTON ACHMAD SARAGIH
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